BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR ° TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LINGGA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
247 /PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana
Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga
tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana
Desa setiap Desa Se-Kabupaten Lingga Tahun Anggaran
2016.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4341);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Rahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa,;
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13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 1 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;

Peraturan Bupati Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG TATA CARA
PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN
2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indoesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.
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11.

12.

13.

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan
diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi
besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah
Desa secara nasional.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya
disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat.

Anggaran Pendapatan dn Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat
RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum
Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan
membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang
ditetapkan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa, yang
selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa, adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa
selama satu periode anggaran.

Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa adalah rencana kerja
dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam
rangka pelaksanaan transfer Dana Desa.

Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
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15.

16.

17.

18.

19.

Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat
IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan
geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga
prasarana fisik secara relatif antar-Daerah.

Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut
IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat
kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
transportasi, dan komunikasi.

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat
SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang
berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM,
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat
lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber
dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

Kas Daerah adalah kas yang menyalurkan dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
langsung ke rekening Desa.

Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disebut IDM,
merupakan indeks yang terukur yang dikembangkan untuk
mempertajam lokus dan memperkuat upaya pencapaian
sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
sebagaimana tertuang dalam buku Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019).

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

(1)

(2)

(3)

Pasal 2

Besaran Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Lingga Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp. 47.488.957.000,- (Empat Puluh
Tujuh Miliyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta
Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara

berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar; dan

b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah
penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah
Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara:

a. Alokasi Dasar sebesar 90% (sembilan puluh per
seratus) dari Anggaran Dana Desa dibagi rata; dan

b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah
penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah
Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa
sebesar 10% (sepuluh per seratus).



(4)

)

(6)

(1)

Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang

dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis

setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)

huruf b menggunakan bobot sebagai berikut :

a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah
penduduk;

b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka
kemiskinan;

c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan

d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan
geografis.

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG
Desa.

Perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan

formula sebagai berikut:

W ={0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4)} * (DD kab -
AD kab)

Keterangan:

w = Dana Desa setiap Desa yang dihitung
berdasarkan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis Desa setiap kabupaten.

yAl = rasio jumlah penduduk setiap Desa, terhadap
total penduduk Desa  kabupaten yang
bersangkutan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
yang bersangkutan.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas
wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa
kabupaten yang bersangkutan.

DD kab
AD kab

pagu Dana Desa kabupaten

besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa
dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 3

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5)
disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari
kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.



(2)

(3)

IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
oleh beberapa faktor, meliputi:

a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;

b. Kondisi infrastruktur; dan

c. Aksesibilitas/transportasi.

Penyusunan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perincian besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten
Lingga Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 5

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah
bukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan
pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per
seratus);

b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh
per seratus);

c. tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh
per seratus).

Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua
bulan yang bersangkutan.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di
RKUD atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Pasal 6

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan
oleh KPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan

setelah Bupati menyampaikan:

a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan;
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

3)

b. Peraturan Bupati mengenai tata cara perhitungan dan
pembagian rincian Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten
Lingga tahun anggaran 2016; dan

c. Laporan realisasi penyaluran dan  konsolidasi
penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

kepada Menteri Keuangan <c¢.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.

Dalam hal peraturan daerah mengenai APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a belum ditetapkan,
penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan
Peraturan Bupati mengenai APBD.

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat minggu keempat bulan Maret.

Pasal 7

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati
menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan Dana
Desa Tahap I kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan.

Laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling
kurang Dana Desa tahap I telah disalurkan sebesar 50% (lima
puluh per seratus) dari RKUD ke RKD.

Bupati menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan
Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan
Juli.

Pasal 8

Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Bupati
menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan Dana
Desa tahap I dan tahap II kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbagan Keuangan.

Laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap I dan
tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan
paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah
disalurkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari RKUD
ke RKD.

Bupati menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan
Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan
September.
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(2)

(3)

(1)

Pasal 9

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh
Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah.

Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa

menyampaikan persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan

Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina

Tingkat Kecamatan;

Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa ;

Rencana Penggunaan Dana;

Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;

Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim

Pengelola keuangan desa;

Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan

Pembangunan fisik dan non fisik;

Foto kondisi 0% (nol persen);

Foto copy nomor rekening pemerintah desa;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Fakta integritas;

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya kepada Bupati setelah diverifikasi

dan disetujui oleh Camat;

k. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati
setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat;

l. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa.

°aog
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Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan
realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati
paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Pasal 10

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala

Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I

kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat,

dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan
Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina
Tingkat Kecamatan;

b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;

c. Laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya, sisa kas
maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari
pencairan Tahap I;

d. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;

Foto copy buku rekening pemerintah desa;

Laporan penggunaan dana desa tahap I (menunjukkan

paling kurang dana desa tahap I telah digunakan sebesar

50% (lima puluh perseratus)).

o



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa
tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati
paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Laporan penggunaan Dana Desa tahap [ sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah laporan penggunaan Dana
Desa semester I.

Pasal 11

Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala

Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I

dan tahap II kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui

oleh Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan
Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina
Tingkat Kecamatan;

b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;

c. Laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya, sisa kas
maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari pencairan
Tahap II;

d. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;

Foto copy buku rekening pemerintah desa;

Laporan penggunaan dana desa tahap II (menunjukkan

paling kurang dana desa tahap I dan tahap II telah

digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

.0

Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa
tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya
diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber
daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak
menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa
yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.



Pasal 13

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa
mengenai APB Desa.

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk
kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah
terpenubhi.

Pasal 14

Kepala Desa sebagai pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Desa.

BAB V
SANKSI

Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran Dana Desa

Pasal 15

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal:
a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
b. Terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
c. Terdapat wusulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana Dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana
Desa tahap [ tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
lebih besar dari jumlah Dana Desa disalurkan pada tahap I,
penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan
penggunaanya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi
sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya.



()

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun
anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per
seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan
penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 16

Bupati menunda penyaluran tahap II Dana Desa, dalam hal
Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10.

Bupati menunda penyaluran tahap Il Dana Desa, dalam hal
Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebgaimana
dimaksud dalam pasal 11.

Pasal 17

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16, sampai dengan
diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 oleh Bupati.

Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir
bulan November tahun anggaran berjalan, bupati melaporkan
penundaan tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan.

Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang
ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran
berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun
anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 18

Bupati dapat melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa
dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1)
huruf b, Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari
30% (tiga puluh per seratus).



(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun
anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa
sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 19

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal & Februari 2016

Pj. BUPATI LINGGA,

/ EDI IRAWAN

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal ¢ Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,

| ¢

H. MUHAMMAD AINI, BcKN

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2016 NOMOR
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : : TAHUN 2016
TANGGAL : ~_FEBRUARI 2016

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP.... TAHUN ANGGARAN........ccccenveveecnanes
PEMERINTAH DESA.....ccccce0eeecnnee

KECAMATAN .
KABUPATEN.......cccceeveeneeee
Pagu Desa RD:rcsnisssaseessssssavensssnssssesnssnessnse
NOMOR DAN
KODE TANGGAL JUMLAH JUMLAH
REKENING URAIAN BUKTI PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO KET
PENYALURAN (DEBET) (KREDIT)
(SP2D) Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 ) 6=4-5 7
1. PENDAPATAN
122 Pendapatan Transfer
1.2:1 Dana Desa
- TAHAP PERTAMA
- TAHAP KEDUA
- TAHAP KETIGA
2. BELANJA BANTUAN KE DESA ...
2.1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan
2.1.1 Kegiatan ........coreeseesssnssessuens
2.1.2 KeGIALAT =\ cvumsavssensnssasssmninns
2.1.3 ARz v v eiereiRine s e en s ebimnssa
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Desa
2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi
2.2:2 Pengaspalan Jalan Desa
223 < A e R AR
2.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.3.1 Kegatat....ccoooonvesssssssssonsnss
2.3.2 Kegiatan. .. ... cseesesssossesssssos
2.3.2 [« 1 SOOI
2.4 Bidang Pembinaan Masyarakat
2.4.1 KERATAN. . 5.2 c b0 tieser seonsnss
2.4.2 Ke@IAtAN. .. ..oxsuusansssossssssoves
JUMLAH RP.ccceescensasonnse
Keterangan :
*SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa
Disetujui oleh,
BENDAHARA DESA................... KEPALA DESA ..........cc......
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